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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI 

MASA BENCANA ALAM DAN NON ALAM 

Oleh : Fadhela Shafa Rezky 

 

Skripsi ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Bencana Alam Dan Non 

Alam. Pertanggungjawaban Pidana mengenai Tindak Pidana Korupsi Bantuan 

Sosial Di Masa Bencana Alam Dan Non Alam diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UNDANG-UNDANG REPUBLIK 

INDONESIATindak Pidana Korupsi). Pasal 2 ayat (2) menyebutkan ancaman 

hukuman maksimalnya adalah hukuman mati jika korupsi dilakukan dalam keadaan 

tertentu. 

Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua permasalahan yang penulis ambil 

mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial 

di masa bencana alam dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

korupsi bantuan sosial di masa bencana non alam. 

Penelitian ini yuridis normatif yang bersifat teoritis dengan metode 

mengkaji studi dokumen. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi 

kepustakaan dengan bahan primer, sekunder, tersier. Selanjutnya dilakukan teknik 

pengolahan data dengan meneliti, menganalisis, dan mengkritisi menggunakan 

teknik analisa kualitatif, dan disimpulkan ecara deskriptif. 

Hasil penelitian ini menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 

pidana korupsi bantuan sosia dimasa bencana alam yang dilakukan pihak pegawai 

negeri atau pejabat umum mengunakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIATindak Pidana Korupsi). Pada 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosia dimasa 

bencana non alam dapat dijatuhi hukuman mati sebagaimana disebutkan pada pasal 

2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dengan ketentuan korupsi yang dilaksanakan pada kondisi dan 

keadaan tertentu seperti tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang 

diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, 

penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis 

ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Bencana 
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ABSTRACT 

 

CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF 

CORRUPTION OF SOCIAL ASSISTANCE IN 

NATURAL AND NON-NATURAL DISASTERS 

By: Fadhela Shafa Rezky 

 

This thesis discussed criminal liability for corruption 

perpetrators of social assistance during natural and non-natural 

disasters. Criminal Liability regarding Corruption Crimes in Social 

Assistance in Natural and Non-Natural Disasters is regulated in Article 

2 paragraph (2) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning 

Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 

2001 concerning Amendments Based on Law Number 31 of 1999 

concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU Tindak 

Pidana Korupsi). Article 2 paragraph (2) states that the maximum 

penalty is capital punishment if corruption is committed under certain 

circumstances. 

This thesis was written to answer two problems that the author 

chose regarding the criminal liability of the perpetrators of criminal acts 

of corruption of social assistance during natural disasters and non-

natural disasters. 

This research was normative juridical which was theoretical in 

nature with the method of studying document studies. The data 

collection technique used in this research was a literature study with 

primary, secondary, and tertiary materials. Furthermore, data 

processing techniques were carried out by researching, analyzing, and 

criticizing using qualitative analysis techniques, concluding 

descriptively. 

The results of this study suggested the criminal liability of 

perpetrators of corruption in social assistance during natural disasters 

committed by civil servants or public officials referred to Article 3 of 

Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption as 

amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments Based 

on Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption 

Crimes (UU Tindak Pidana Korupsi). Regarding criminal liability, the 

perpetrators of criminal acts of corruption of social assistance during 

non-natural disasters could be sentenced to death as stated in Article 2 

paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication 

of Corruption with provisions that corruption is carried out in certain 

conditions and circumstances; such as corrupting funds earmarked for 

overcoming emergencies, national natural disasters, overcoming the 

consequences of widespread social unrest, overcoming economic and 

monetary crises, and repetition of criminal acts of corruption. 
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